PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENGAKHIRAN MASA TUGAS BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN KESINAMBUNGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang

DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sebagian besar program rehabilitasi dan
rekonstruksi telah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh
Badan Rehabilitasi Wilayah dan
Aceh

Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara,

dan Rekonstruksi

Kehidupan  Masyarakat  Provinsi  Nanggroe
sehingga kelanjutan pelaksanaan dan koordinasi kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Pascabencana,
dipandang cukup dilakukan oleh Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan oleh
10 Tahun 2005
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi

Undang-Undang Nomor tentang

Undang-

dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias

Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang;

b. bahwa ...
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bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah
dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara,
pengakhiran masa tugas Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi
Sumatera Utara beserta akibat hukumnya perlu ditetapkan

dengan Peraturan Presiden;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk
menetapkan pengakhiran masa tugas Badan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias
Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

dengan Peraturan Presiden;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan
Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4550);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Wilayah Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGAKHIRAN MASA
TUGAS BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH
DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA
UTARA DAN  KESINAMBUNGAN  REHABILITASI  DAN
REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA
UTARA.

BABI ...
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

I.

Wilayah Pascabencana adalah wilayah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
Utara yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan

gelombang tsunami.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan
Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah lembaga yang
dibentuk dalam rangka percepatan kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi Wilayah Pascabencana.

Rencana Induk adalah Rencana Induk sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang
Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan
Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2008.

Sasaran program adalah sasaran program rehabilitasi dan

rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Rencana Induk.

Lembaga/Perorangan Asing adalah Lembaga Swadaya
Masyarakat Asing, Perusahaan Asing, Universitas Asing, dan
Perorangan Asing, yang memberikan hibah dalam rangka

rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah pada Wilayah
Pascabencana.
7. Non-APBN/APBD ...
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7. Non-APBN/APBD adalah sumber pembiayaan di luar

APBN/APBD yang Dberasal dari bantuan lembaga/

perorangan nasional dan/atau asing.

BAB I

PENGAKHIRAN MASA TUGAS BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

(D

(2)

(D

Pasal 2

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berakhir masa

tugasnya pada tanggal 16 April 2009.

Dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung
jawab Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam rangka pengakhiran masa tugas Badan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1):

a. Sasaran  program  Tahun  2005-2008  yang
dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bagian dari
sasaran program sebagaimana diatur dalam Rencana
Induk, menjadi tanggung jawab Badan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi;

b. Sasaran program Tahun 2009 sebagai kesinambungan

sasaran program dalam Rencana Induk yang sebagian

telah ...



